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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kelurahan Condongcatur, 

Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 

terhadap bidang pemberdayaan masyarakat telah dijalankan sepenuhnya 

oleh Pemerintah Kelurahan Condongcatur dan telah sesuai dengan 

ketentuan dari Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Pedoman Umum 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 21 

Tahun 2020. Hal ini dibuktikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja 

Desa (APBDes) Kelurahan Condongcatur Tahun Anggaran 2022 dimana 

mereka menganggarkan sejumlah Rp. 1.606.460.300,- dari total 

keseluruhan anggaran untuk bidang pemberdayaan masyarakat. 

Sedangkan pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) di Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta belum sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Hal tersebut karena Kelurahan Condongcatur 

hanya memiliki usaha yang berada langsung dibawah naungan kelurahan 

tanpa adanya BUMDes sebagai lembaga/badan hukum yang 

mengelola/membawahi segala jenis sektor usaha tersebut. Dasar dari 

pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat pada Pasal 1 

Butir 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
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Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam 

peraturan tersebut dikatakan bahwa BUMDes merupakan lembaga atau 

badan hukum yang memiliki peran penting dalam mengelola usaha, 

memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktifitas, 

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya 

untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

2. Dengan adanya Alokasi Dana Desa terhadap bidang pemberdayaan 

masyarakat sebesar Rp. 1.606.460.300,- di Kelurahan Condongcatur 

menjadikan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi 

bantuan perikanan, pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna 

untuk pertanian, pembinaan dan pelatihan kelompok tani, pelatihan dan 

penyuluhan pemberdayaan perempuan, pelatihan dan penyuluhan 

perlindungan anak tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh 

Pemerintah Kelurahan Condongcatur kepada Masyarakat Kelurahan 

Condongcatur. Ketiadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 

Kelurahan Condongcatur memang tidak memiliki konsekuensi logis 

yang signifikan bagi kegiatan usaha dalam sektor apapun di Kelurahan 

Condongcatur. Namun apabila BUMDes di Kelurahan Condongcatur di 

buat, maka tata kelola segala sektor usaha yang ada di Kelurahan 

Condongcatur tersebut akan menjadi lebih tertata dari segi pemanfaatan 

asset, pengembangan investasi dan produktifitas, penyediaan layanan 
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jasa, dan penyediaan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat desa. 

B.  Saran 

1. Pemerintah Kelurahan Condongcatur sudah sepatutnya perlu 

mempertimbangkan terkait pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

di Kelurahan Condongcatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

mengingat BUMDes tersebut memiliki fungsi yang sangat penting dalam 

tata kelola sektor usaha yang tentu berkaitan juga dengan bidang 

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Masyarakat desa juga harus lebih aktif dalam menyampaikan suara atau 

aspirasi kepada pemerintah desa agar pelaksanaan penggunaan dana desa 

dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan desa, pembangunan infrastruktur 

juga bisa lebih merata, dan masyarakat desa bisa merasakan langsung 

dampak positif dari dana desa tersebut. 
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